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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan 

istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari 

berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang 

sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini 

menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim 

digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang 

diperoleh dari hasil tindak pidana.1 Dalam Black’s Law Dictionary karya 

Henry Campbell Black (1990), money laundering didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Term used to describe investment or other transfer of money 
flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal 
sources into legal channels so that its original source cannot be 
traced.” 2

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money 

laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari 

pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi 

narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, 

sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.3

1 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),17.
2Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, (Bandung: BooksTerrace & 
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008),17.

3 Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering, (Jakarta : Visimedia, 2012), 4.
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Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 

1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan 

perusahaan laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan 

pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui 

pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai 

tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah 

muncul istilah money laundering.4

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah 

tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana 

menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan 

menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana 

pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang 

bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau 

harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian 

diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan 

yang sah.5

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik 

pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai 

berikut: 

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan 

ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, 

dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana 

4 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana…,19.
5 Ibid.
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yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan 

pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.6

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan 

di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun 

hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari 

suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya 

money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia 

saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap 

sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku 

bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian 

nasional dan internasional.7

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak 

pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan 

terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana 

yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. 

Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi 

pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke 

arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai 

tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk 

memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan 

hukum.8

6 Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money…,12.
7 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana…,13.
8 Ibid.
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Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh 

perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia 

sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan 

perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang 

didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana 

pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan 

teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap 

tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh 

korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam 

jumlah yang sangat besar. 

Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan 

saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian 

yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema 

Andreae : “Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan 

suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat 

mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, 

yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum 

dianggap sebagai suatu kesatuan...”.9 Korporasi ini dapat berupa bank, 

perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar 

modal), dan sebagainya.

9 N.E Algra, et al., Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia (Bandung : 
Binacipta, 1983), 83.
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Salah satu kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi adalah 

kasus pencucian uang oleh M. Nazarudin. 10 KPK mengumumkan bahwa 

mantan Bendahara Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka 

kasus tindak pidana pencucian uang (money laundering). Menurut Juru 

Bicara KPK Johan Budi, penetapan tersangka ini merupakan 

pengembangan penyidikan dari perkara Wisma Atlet, dimana Nazaruddin 

menjadi terdakwa. Pemilik Permai Grup itu diduga membeli saham di PT 

Garuda menggunakan dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi 

proyek Wisma Atlet. Untuk itu, KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 

12 huruf a subsidair Pasal 5 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan juga Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Menariknya, berdasarkan pasal sangkaan yang digunakan, KPK 

sepertinya juga membidik korporasi milik Nazaruddin. Hal ini merujuk 

pada rumusan Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 yang khusus mengatur 

tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. 

Dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin beberapa waktu lalu, 

terungkap bahwa Permai Grup membeli saham perdana Garuda Indonesia 

senilai total Rp 300,8 miliar. Hal ini diutarakan oleh Yulianis saat 

bersaksi. Menurutnya, pembelian saham tersebut menggunakan 

keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek di 

10 Fathan Qorib,”Nazarudin Juga Disangka Mencuci Uang : Hasil korupsi digunakan untuk 
membeli saham PT Garuda, Korporasi Nazaruddin juga dibidik” , dalam 
://www.hukumonline.com /berita/baca/ lt4f38c3cfddb36/ nazaruddin-juga-disangka-mencuci-
uang,”di akses” pada 2 Maret 2015

www.hukumonline.com
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pemerintah. Menurut Yulianis, uang pembelian saham Garuda diperoleh 

dari lima anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata 

membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 

50 juta lembar saham senilai Rp37,5 miliar, PT Exartech Technology 

Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar, PT Pacific 

Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp75 miliar, 

dan PT Darmakusuma sebanyak Rp55 juta lembar saham senilai Rp41 

miliar rupiah.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 

Tahun 2010). Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan “Setiap 

Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu 

penempatan (placement), transfer (layering) dan menggunakan harta 

kekayaan/uang (intergration).11

1. Penempatan (placement)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 

pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya 

menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat, deposito, dan 

lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), 

terutama ke dalam sistem perbankan.12

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari placement antara lain:

a) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti 

dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;

b) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai 

pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;

c) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke 

negara lain;

d) Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan 

usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;

e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 

keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai 

11 Sutan Remy  Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 
Terorisme,(Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti,2004),35
12 Ibid.
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penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya 

dilakukan melalui PJK. 13

2. Transfer (layering)

Yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaaan yang berasal 

dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada 

jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan 

(placement) ke penyedia jasa yang lain. Dengan layering, akan menjadi 

sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta 

kekayaan tersebut.14

Bentuk kegiatan dari layering adalah:

a) Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau 

negara;

b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung 

transaksi yang sah;

c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan 

kegiatan usaha yang sah maupun Shell Company. 15

3. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (Integration)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah integration

(dari harta atau uang ilegal) yakni upaya untuk menggunakan harta 

kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati 

13 Adrian Sutedi , Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan 
Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),24.

14 Sutan Remy  Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang…,35.
15 Soewarsosno, Reda Mantovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, 

(Jakarta: Malibu, 2004),7.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9

langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material 

maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, 

atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.16

Dalam konteks kasus M. Nazaruddin tersebut pencucian uang 

dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan uang hasil 

keuntungan dari beberapa proyek ke sebuah bank ( placement ) dan 

menggunakannya untuk membeli saham PT. Garuda Indonesia 

(integration), sehingga tidak semua tahapan pencucian terjadi dalam 

sebuah kasus.

Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, modus 

operandi kejahatan yang dilakukan oleh Nazaruddin adalah Real Estate, 

dimana pembelian saham itu hanya di lingkungan perusahaan –

perusahaan saja dengan harga penawaran yang lebih tinggi. Nazaruddin 

melakukan ini untuk menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih 

aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat 

ganda.17

Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu 

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan 

16 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana..., 21.
17 Siahaan, NHT, Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Cet. I,(Jakarta : 

Pustaka  Sinar Harapan, 2002), 38



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10

atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat 

dinikmati atau digunakan secara aman.18

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara 

tekstual dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur’an 

mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan 

zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status 

hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan diberikan. 

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam 

perolehan harta benda seseorang. Oleh karena itu dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 188 disebutkan:

نَكُمْ لَكُمْ امَْوَاكُلُوْآتأَْ وَلاَ  امَْوَالاِلنَّاسِ مِّنْ فَريِْـقًاكُلُوْالتَِأْ الحُْكَّامِ اِلىَ ِ%آَلُوْاوَتدُْ طِلِ باِلْبَابَـيـْ
تَـعْلَمُوْنَ وَانَْـتُمْ ثمِْ باِلاِْ 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 
berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.(Q.S. al – Baqarah : 188) 19

Rasulullah saw. juga telah menyampaikan bahwa nanti akan ada 

orang–orang yang tidak memperdulikan halal dan haram dari harta 

mereka. Beliau bersabda:

18 Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946), (Jakarta: Pensil-324, Cet.1, 
2006), 17. 
19 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya : Mekar 
Surabaya, 2004), 36.
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ثَـنَا ثَـنَايوُنُسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحمَْدُ حَدَّ هُرَيْـرةََ أَبيِ عَنْ الْمَقْبرُِيِّ سَعِيدٍ عَنْ ذِئْبٍ أَبيِ ابْنُ حَدَّ

أمَْ بحَِلاَلٍ الْمَالَ أَخَذَ بمِاَالْمَرْءُ يُـبَاليِ لاَ زَمَانٌ ليََأْتِينََّ قاَلَ وَسَلَّمَ يْهِ عَلَ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ 

بحَِراَمٍ 

“ … dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh akan datang suatu zaman dimana seseorang tidak 
peduli apakah ia mengambil hartanya dengan cara halal atau haram.” 
(HR. ad - Darimi) 20

Di dalam al-Qur’an, Allah marah terhadap orang–orang Yahudi 

karena sifat mereka yang suka memakan harta haram. Allah berfirman 

dalam surat al-Maidah :

نـَهُمْ فاَحْكُمْ جَآءُوْكَ فاَِنْ للِسُّحْتِ اكَّلُوْنَ كَذِبِ للِْ سمََّعُوْنَ  هُمْ اوَْاعَْرِضْ بَـيـْ ضْ تُـعْرِ وَاِنْ عَنـْ
ن ـَفاَحْكُمْ حَكَمْتَ وَاِنْ شَيْئًايَّضُرُّوْكَ فَـلَنْ عَنـْهُمْ  الْمُقْسِطِينَْ يحُِبُّ االلهَ اِنَّ سْطِ باِلْقِ هُمْ بَـيـْ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling 
dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu 
sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka 
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang adil”.(Q.S. al - Maidah : 42) 21

Rasulullah saw. sangat menekankan agar umatnya mencari harta 

yang halal. Pasalnya, ada dua pertanyaan yang terarah berkaitan dengan 

harta itu, tentang asal harta dan bagaimana membelanjakannya. Dalam 

hadis Abu Barzah Al Aslami r.a, beliau bersabda : 

20 Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi As Samarqandi,Sunan Ad-Darimi, Takhrij:Syaikh 
Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, (Jakarta:Pustaka Azam,2007), 886

21 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan …,150.
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ثَـنَا ثَـنَامَسْعَدَةَ بْنُ حمَُيْدُ حَدَّ ثَـنَامحِْصَنٍ أبَُـوْ نمُيرٍَْ بْنُ حُصَينُْ حَدَّ الرَّحَبيُِّ قَـيْسٍ بْنُ حُسَينُْ حَدَّ
ثَـنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىاالْنَّبيَِّ عَنِ مَسْعُوْدٍ ابْنِ عَنِ عُمَرَ ابْنِ عَنِ رَباَحٍ أِبيِْ بْنُ ءُ عَطاَحَدَّ

عُمُرهِِ عَنْ : خمَْسٍ عَنْ يُسْأَلَ حَتىَّ رَبِّهِ عِنْدِ مِنْ مَةِ الْقِيَايَـوْمَ آدَمَ ابْنِ قَدَمُ زُوْلُ ت ـَلاَ :قاَلَ 
عَمِلَ ذَامَاوَ أنَْـفَقَهُ؟وَفِيْمَ سَبَهُ اكْتَ أيَْنَ مِنْ لهِِ وَمَا؟أبَْلاهَُ فِيْمَ بهِِ سَبَاوَعَنْ هُ؟أفَـْنَافِيْمَا
؟عَمِلَ فِيْمَا

“… dari Ibnu Mas’ud, dari Rasulullah , beliau bersabda : “Tidaklah 
kedua telapak kaki seorang hamba – melangkah- di sisi Allah pada 
hari kiamat hingga ia ditanya mengenai lima perkara : tentang 
umurnya, untuk apa dihabiskan? Masa mudanya, digunakan untuk 
apa? Hartanya, dari mana ia mendapatkannya? Untuk apa ia 
membelanjakannya? Dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia 
ketahui ketahui (dari ilmunya)?”.    ( HR. at - Tirmidzi) 22

Hadis – hadis di atas memerintahkan kita agar memeriksa setiap 

rezeki yang telah diperoleh. Kita harus bersiap diri dengan dua 

pertanyaan, darimana harta itu diperoleh dan kemana dibelanjakan. Oleh 

karena itu, kita harus  mengambil yang halal dan menyingkirkan yang 

haram. Bahkan harta yang mengandung syubhat, hendaknya juga kita 

jauhi.

Dalam sebuah hadis dari An Nu’man bin Basyir ra., Rasulullah 

saw. bersabda:

هُمَاالْلّهُ رَضِيَ بَشِيرٍْ بْنِ نِ النـُّعْمَاعَنِ  :وسيلمعليهاللّهصَلَىالنَّبيُِّ قاَلَ : قاَلَ عَنـْ
نـَهُمَابَـينٌْ�مُ والحَراَبَـينٌْ لحَلاَلُ ا(  كَاالإِثمِْ مِنَ عَلَيْهِ شُبِّهَ مَاتَـرَكَ فَمَنْ مُشْتَبِهَةٌ�رٌ أمُُووَبَـيـْ
اسْتَبَانَ�امَ قِعَ يُـوَاأَنْ أوَْشَكَ الإِثمِْ مِنَ فِيْهِ يَشُكُّ مَاعَلَىاْجْتـَرأََ وَمَنِ أتَـْرَكَ�نَ اْستَبَالِمَانَ 

عَا
َ
)يُـوَاقِعَهُ أَنْ شِكْ يوُالحِْمىالَ حُوْلَ تَعْ يَـرْ مَنْ اللّه�حمِىصِيوَالم

22 Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al 
Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad  Nashiruddin Al-Albani,Buku 
2,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012),882.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13

"Diriwayatkan dari al- Nu’man bin Basyir r.a : Nabi saw. bersabda, “ 
Halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan di antara keduanya 
terdapat perkara yang syubhat ( sesuatu yang meragukan, sesuatu 
yang tidak jelas apakah halal atau haram). Maka siapapun  yang 
meninggalkan syubhat karena khawatir melakukan dosa, ia benar-
benar telah menghindari yang haram; dan siapa pun yang berani 
melakukan syubhat, ia hampir jatuh kepada perkara yang jelas 
haramnya. Dosa adalah hima (tempat penggembalaan pribadi) milik 
Allah dan siapa pun yang menggembalakan (domba – dombanya) di 
dekatnya, pada saat itu ia benar-benar hampir masuk ke dalamnya". 
(HR Bukhari). 23

Rasulullah saw. dan para sahabat telah mencontohkan prinsip 

penting tersebut secara langsung. Betapa ketatnya mereka dalam 

memperhatikan urusan rezeki ini. Mereka selalu memastikan dengan 

sungguh–sungguh, apakah rezeki yang mereka peroleh itu halal lagi baik 

ataukah haram.

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan–badan 

hukum, dimana badan–badan hukum ini memiliki hak dan dapat

melakukan tindakan hukum, tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan 

hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena 

pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, 

sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan – badan hukum tersebut. 

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan 

kepada pengelolanya, seperti pembubaran, penghancuran, penggusuran 

dan penyitaan.24

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas penulis terdorong untuk 

menganalisis tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

23 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta : Mizan,1997),388.
24 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu),66
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pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010 perspektif hukum pidana 

Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok 

yang ingin dikaji adalah :

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

ditinjau dari UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang

menurut UU No 8 Tahun 2010 ditinjau dari Hukum Pidana Islam

3. Persamaan dan perbedaan antara UU No 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Hukum Pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam tindak pidana pencucian uang .

4. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

menurut UU No 8 Tahun 2010 perspektif hukum pidana Islam.

5. Kasus – kasus tindak pidana pencucian uang

6. Pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencucian uang 

7. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU No 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang.
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Masalah pencucian uang masih memuat masalah yang bersifat 

umum dan global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah dalam 

pembahasannya, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah :

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

menurut UU No 8 Tahun 2010

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi 

dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih 

praktis dan opeasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

menurut UU No 8 Tahun 2010?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.25 Berkaitan dengan 

tema tindak pidana  pencucian uang pernah dibahas oleh Mahasiswa 

25 Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014 ),8.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16

Fakultas Syariah yang bernama Mochammad Fadh Akbar dengan judul “ 

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kejahatan Layering

(Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat (1) 

Huruf b UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” 

pada tahun 2012. Adapun hasil temuan dari skripsi Mochammad Fadh 

Akbar tersebut adalah kejahatan layering ( heavy soaping ) dalam bentuk 

Fund Wire dilakukan dengan memisahkan, menyembunyikan, 

menyamarkan asal, memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi 

tertentu sebagai hasil penempatan ke tampat lain melalui serangkaian 

transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan 

menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Sanksi yang ditetapkan dalam 

UU No 25 Tahun 2003 seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) 

huruf b yaitu : setiap orang yang sengaja mentransfer harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari 

suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas 

nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud 

meyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, 

dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sedangkan 

dalam hukum pidana Islamnya kejahatan ini dihukumi ta’zir karena 
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kejahatan ini tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadis . Ta’zir yang 

dijauhkan adalah ta’zir atas kemaslahatan umum (masalahah al 

mursalah), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (jarimah) yang 

tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh syara’ dan nyata – nyata 

menganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan 

kepada pelaku kejahatan layering (heavy soaping) dalam bentuk fund wire, 

ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa 

hukuman penjara yang dibatasi waktunya  

Berdasarkan penelitian di atas, tindak pidana pencucian uang 

selama ini belum ada yang membahas jika kejahatan ini dilakukan oleh 

sebuah korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporsi atas 

kejahatan tersebut. Oleh karenanya penulis terdorong untuk untuk meneliti 

tentang Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang menurut UU No 8 Tahun 2010 dan Hukum Pidana Islam melalui 

pemaparan dan pembahasan dalam skripsi ini. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan –

pertanyaan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban korporasi dalam 

tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

menurut UU No 8 Tahun 2010.
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F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek: 

1. Aspek kelimuan, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana 

pencucian uang menurut UU No 8 Tahun2010 perspektif hukum 

pidana Islam.

2. Aspek terapan praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak 

hukum di Indonesia

b. Untuk menambah kesadaran mayarakat tentang penegakan sanksi 

hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 

korporasi, terutama bagi yang beragama Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang 

melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran 

terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman baik yang 

telah diatur oleh nass maupun yang belum diatur oleh nass.26 Hukum 

pidana Islam juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara’ 

yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan 

26 Mahrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004),2  
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hukumannya (uqubah) yang diambil dari dalil-dalil terperinci.27 Dari 

definisi diatas yang dimaksud hukum pidana Islam dalam tulisan ini 

adalah ketentuan hukum syara’ dalam kitab fiqh yang membahas 

tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian 

uang, yang diambil dari al-Qur’an,hadis, dan kitab-kitab fiqh.

2. Pertanggungjawaban : keadaan wajib menanggung segala sesuatu 

berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat dari 

sikap sendiri atau pihak lain.28 Pertanggungjawaban dalam tulisan ini 

yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh korporasi atas tindakannya 

yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

3. Korporasi : perseroan yang merupakan badan hukum yang diartikan 

sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum 

diperlakukan seperti orang manusia (persona) ialah sebagai pengemban 

(atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat 

ataupun digugat di muka pengadilan.29 Korporasi dalam tulisan ini 

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik 

merupakan badan hukum (mempunyai akte pendirian) maupun bukan 

badan hukum, memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-

perbuatan hukum, misalnya perjanjian dalam rangka kegiatan usaha 

atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas 

nama korporasi tersebut.

27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar Grafika,2005),ix
28Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka,2007),1139
29 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta : Grafiti 
Press,2006),29
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4. Pencucian uang : tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil 

tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut 

hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan 

kompleks.30 Pencucian uang dalam tulisan ini berarti suatu upaya atau 

perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang telah himpun 

melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan 

tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

5. UU No 8 Tahun 2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang–undang yang mengatur 

larangan korporasi untuk melakukan pencucian uang.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan 

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, 

maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library 

research). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan.31 Oleh karena itu, untuk mendukung 

tercapainya tujuan penelitian ini, data – data penelitian yang perlu 

dikumpulkan adalah :

30 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana…,19.
31 M. Nazir,Metode Penelitian, Cetakan ke-5,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27
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Data yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan sanksi atas 

korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, baik menurut 

UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan hukum pidana Islam, yang meliputi :

a. Pengertian pertanggungjawaban 

b. Bentuk atau sistem pertanggungjawaban korporasi

c. Sanksi atas korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian 

uang.

2. Sumber data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan 

akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas 

dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini 

adalah :

a. Sumber Primer 

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai 

sumber informasi yang diteliti.32 Data primer yang dibutuhkan 

adalah :

32 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),91
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1) Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Sumber Sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan 

bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.33 Sumber data 

sekunder berupa kitab – kitab atau bahan bacaan lain yang 

memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya :

1) Hukum Pidana Islam karya Ahmad Mawardi Muslich, tahun 

2006.

2) Kaidah Fiqh Jinayah (Asas– Asas Hukum Pidana Islam ) karya 

Jaih Mubarok dkk, tahun 2004.

3) Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 

Terorisme karya Sutan Remy Sjahdeini, tahun 2007.

4) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi karya Muladi & Dwidja 

Priyatno, tahun 2010.

5) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karya Tim Tsalisah, t.t.

6) At-Tasyri’ al Jina’i al-Islami, Juz 1 karya ‘Abd al-Qadir 

‘Audah, 1992.

7) Sumber – sumber lain dari literatur yang terkait dengan 

pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

33 Ibid.,31
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Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik 

pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal 

ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah 

menghimpun data–data yang menjadi kebutuhan penelitian dari 

berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan 

lainnya sebagai data penelitian.34 Sehingga teknik inilah yang penulis 

gunakan untuk melengkapi yang berkaitan dengan tinjauan hukum 

pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak 

pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010 tentang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara 

nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunannya. 

Masing – masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan 

dijelaskan penggunannya untuk menganalisis data yang mana.35

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

deskriptif. Teknik deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan 

dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas 

dengan menyusun fakta – fakta sedemikian rupa sehingga membentuk 

konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.36 Dalam hal 

34Lexy J Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya,2009),217

35Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis …,9
36 Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : UI Press, 1993),71
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ini akan mendeskripsikan tentang pengertian pertanggungjawaban, 

bentuk-bentuk pertanggungjawaban serta sanksi yang akan diterapkan 

pada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, baik 

menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan hukum Pidana Islam.

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data 

dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,37 yaitu data – data 

yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk 

disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang 

menurut UU No 8 Tahun 2010 dalam perspektif hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu :

Bab Pertama : pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang 

menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar  

pemulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.

37Aina Sitianingsih, Deduktif dan Induktif dalam 
http://ainasitianingsih.blogspot.com/2013/10/deduktif-dan-induktif.html “diakses” pada 1 Juli 
2015

http://ainasitianingsih.blogspot.com/2013/10/deduktif-dan-induktif.html
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Bab Kedua   : pada bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana 

pada tindak pidana pencucian uang menurut hukum 

pidana Islam. Sub bab pertama tentang 

pertangunggjawaban pidana menurut hukum pidana 

Islam, yang terdiri dari pengertian, unsur, tingkatan dan 

hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum 

pidana Islam. Sub bab kedua tentang

pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana 

pencucian uang menurut hukum pidana Islam, yang 

terdiri dari pengertian dan sanksi tindak pidana 

pencucian uang. 

Bab Ketiga   :   pada bab ini membahas tentang pertanggungjawaban 

korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut 

UU No. 8 Tahun 2010. Sub bab pertama tentang 

pengertian pencucian uang. Sub bab kedua tentang 

pertanggungjawaban pidana korporasi, yang terdiri dari 

korporasi sebagai subjek tindak pidana, unsur – unsur 

pertanggungjawaban korporasi, dan sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Sub bab ketiga 

tentang sanksi atas korporasi yang melakukan tindak 

pidana pencucian uang. 

Bab Keempat : pada bab ini membahas tentang analisis hukum pidana 

Islam terhadap pertanggungjawaban koporasi dalam 
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tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 

2010. Sub bab pertama tentang analisis 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010. Sub bab 

kedua tentang analisis hukum pidana Islam terhadap 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010.

Bab Kelima : pada bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri 

semua pembahasan dengan kesimpulan dan saran. 


